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ABSTRAK 

 

TINJAUAN YURIDIS KONSEKUENSI HUKUM TERHADAP 

PEMBERIAN WASIAT YANG MERUGIKAN AHLI WARIS  

(Studi Kasus Di Desa Banyumulek) 

 

Oleh : 

GST ADHE LUCIA ANGGREANI 

618110233 

 

Wasiat adalah pemberian yang dilaksanakan oleh seorang kepada ahli warisnya 

atau orang tertentu yang pelaksanaannya dilakukan setelah orang yang 

menyatakan wasiat itu meninggal. Masalah yang sering muncul pada waktu 

pembagian warisan karena adanya salah satu ahli waris yang merasa tidak puas 

dengan pembagian warisan yang diterimanya Penelitian ini bertujuan Untuk 

mengetaui konsekuensi hukum terhadap pelaksanaan wasiat yang merugikan ahli 

waris dan Untuk mengetahui penyelesaian pelaksanaan wasiat yang merugikan 

ahli waris di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat. Jenis penelitian yang 

digunakan adalah penelitian Normatif Empiris dengan metode pengumpulan data 

yaitu wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tehnik analisis bahan hukum yaitu 

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Konsekuensi 

Hukum Terhadap Pelaksanaan Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris di Desa 

Banyumulek bahwa adat di Desa Banyumulek Kabupaten Lombok Barat, anak 

perempuan tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta warisan dari 

orangtuanya (2) Penyelesaian Pelaksanaan Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris di 

Desa Penyelesaian Pelaksanaan Wasiat Yang Merugikan Ahli Waris di Desa 

Banyumulek Kabupaten Lombok Barat dengan penyelesaian sengketa secara non 

litigasi/di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa pembagian harta waris 

menggunakan metode musyawara mediasi. 

 

Kata kunci: Pelaksanaan Wasiat, Merugikan Ahli Waris 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Seorang manusia diciptakan oleh Allah SWT di planet ini, dalam 

perjalanannya ia mengalami beberapa peristiwa seperti kelahiran, pernikahan 

dan kematiannya. Dengan kelahirannya, ia memiliki hak dan kewajiban. Hak 

dan kewajiban harus berkaitan erat. Oleh karena itu, orang tidak hanya perlu 

menuntut haknya, tetapi juga memenuhi kewajibannya. Hak dan kewajiban 

tetap berlaku baik dalam hidupnya maupun sampai kematiannya. Kematian 

adalah suatu perkara hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa 

pewarisan yang menetapkan hak dan kewajiban antara ahli waris, dan  dalam 

sistem waris baik hukum Islam maupun perdata Indonesia, wasiat. lain.
1
 

Hukum waris perdata erat kaitannya dengan hukum keluarga, sehingga 

untuk mempelajari hukum waris perlu mempelajari sistem kekeluargaan, 

sistem pewarisan, bentuk pewarisan, pewarisan, dan sistem hukum waris 

terkait lainnya. Sistem keluarga dalam Undang-undang Waris Perdata adalah 

sistem keluarga bilateral atau parental, di mana keturunan dilacak oleh suami 

dan istri. Harta warisan yang diatur dalam Hukum Waris Perdata adalah harta 

warisan perseorangan, ahli warisnya diwarisi secara perseorangan, dan tidak 

dibedakan hak waris antara ahli waris laki-laki dan perempuan.
2
 

Hukum Waris Perdata mempunyai asas bahwa apabila seseorang (ahli 

waris) meninggal dunia, hak dan kewajibannya lewat undang-undang dan 

                                                 
1
 afandí alí, Hukum Warís Hukum Keluarga Hukum Pembuktían, Jakarta: Ríneka Cípta, 2000, 

hal.4 
2
 Íbíd, hal. 6 
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langsung diteruskan kepada  ahli waris. Namun, hak dan kewajiban tersebut 

termasuk dalam wilayah hukum properti. Hak dan kewajiban waris yang dapat 

dinilai dengan uang. Sistem pewarisan perdata  berbeda dengan sistem 

pewarisan lainnya dalam hal pewarisan pewaris perlu dibagikan kepada ahli 

waris  sesegera mungkin. Juga, jika Anda ingin membiarkan warisan ahli 

waris tidak terbagi, diperlukan persetujuan dari semua ahli waris. Perbedaan 

antara  warisan dan harta benda adalah bahwa warisan dipotong dari hutang 

dan siap, sedangkan warisan tidak dipotong dari hutang dan biaya lainnya 

akan dibagikan.
3
 

Sebagai pemilik harta, ahli waris mempunyai hak mutlak untuk 

melakukan apa saja yang diinginkannya terhadap hartanya. Inilah akibat 

hukum waris sebagai peraturan perundang-undangan.  

 Seorang ahli waris yang mempunyai hak mutlak atas bagian yang 

dapat dibuang dari suatu warisan disebut ahli waris menurut undang-undang.  

 Dalam kasus desa Banumurek, harta peninggalan orang tua yang tidak 

diberikan oleh saudara perempuan dikuasai oleh anak laki-laki, sehingga 

menunda proses pembagian anak perempuan dan menimbulkan masalah. Ada 

wasiat, tetapi putranya tidak segera melakukannya, membuang-buang waktu 

dan menimbulkan masalah. Latif Rumuar memiliki dua  anak kandung, laki-

laki dan perempuan. Dalam keseharian anak laki-laki, dia selalu bersama 

orang tuanya (almarhum) sedangkan anak perempuannya pergi bersama 

suaminya. Almarhum memiliki  tanah yang digunakan sebagai kebun dan 

diwarisi oleh orang tuanya.  

                                                 
3
 Íbíd, hal. 7 
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Sebelum meninggal, Pak Latif Lumua (kemudian) membuat wasiat 

kepada putranya Junidi, mengatakan kepadanya bahwa jika dia meninggal, 

harta itu akan dibagi dengan selirnya. Setelah kematiannya, Junidi gagal 

memberikan tanah itu kepada putrinya ketika dia meninggalkan tanah itu 

untuk mewujudkan wasiat mendiang ayahnya Latif Rumual. Akibatnya, 

putrinya merasa sedih dengan wasiat almarhum. Sebagai ahli waris, mereka 

tidak menerima warisan yang merupakan bagian dari  warisan ayah mereka. 

Setelah kematiannya, seseorang yang memiliki ahli waris tidak langsung 

berbagi klaim atas bagian yang dikelola oleh istri/anak pertamanya. Mohon 

jangan langsung berkonsultasi (kontroversi).
4
 

Masalah waris mempengaruhi setiap orang ketika satu orang 

meninggal, dan hukum waris mempengaruhi kehidupan manusia, terutama 

ahli waris, karena mempengaruhi kelangsungan harta, penggunaan harta 

warisan, dan kerukunan keluarga, dapat dikatakan penting. Hubungan warisan. 

Selain itu, jika Anda ingin berurusan dengan pengaturan hukum lainnya, Anda 

perlu mengklarifikasi status hukum properti tersebut. Ada tiga jenis: sistem 

hukum waris Islam, sistem hukum waris adat, dan sistem hukum waris 

perdata. Ada perbedaan mendasar antara ketiga sistem hukum tersebut, seperti 

milik ahli waris, proporsi ahli waris, dan penetapan pewarisan. ahli waris dan  

hibah.
5
 

Menurut Pasal 195 Ayat 2 KHI, wasiat hanya boleh sampai (sampai) 

1/3 (1/3) dari seluruh harta warisan. Sedangkan menurut KUH Perdata,  setiap 

                                                 
4
 Data Dokumentasí kasus Desa Banyumulek 

5
 Hílman Hadíkusuma, Hukum Warís adat, Bandung: PT. Cípta adítya Bhaktí, 2003, hal. 3 
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orang mempunyai kebebasan untuk mengatur  apa yang  terjadi terhadap harta 

bendanya setelah meninggal. Lebih baik melindungi ahli waris dengan baik 

daripada menempatkan mereka dalam kemiskinan. Sekarang, siapa pun yang 

mewarisi sebagian dari kekayaannya harus mendahulukan kepentingan ahli 

waris. Ahli waris common law dibagi menjadi tiga sistem keluarga yaitu 

patrilineal, matrilineal dan parental. Dalam pewarisan common law, sistem 

kekerabatan patrilineal menetapkan bahwa hanya anak laki-laki yang menjadi 

ahli waris  dari orang tuanya. Tetapi ketika orang tua memberikan hadiah 

kepada anak perempuan mereka, anak laki-laki itu tidak bisa menolak.
6
 

Kelompok ahli waris biasa di atas  terdiri dari:  

1. Ahli waris laki-laki adalah ayah, anak, saudara laki-laki, paman, kakek, 

suami.  

2. Ahli waris perempuan: ibu, anak perempuan, saudara perempuan, nenek 

dan istri.  

3. Ahli waris yang berhak sebagai ahli waris pengganti adalah seperti cucu  

atau cucu dari seorang putra atau putri. 

Dalam sistem hukum waris Islam, anak perempuan adalah ahli waris 

dan berhak mewarisi ahli waris, tetapi perbedaannya adalah bahwa bagian 

anak perempuan ditentukan berdasarkan kedua sistem hukum tersebut. 

Menurut sistem hukum waris Islam, seorang anak perempuan menerima 

bagian dari putranya.  

                                                 
 

6
 F. Satríyo Wícaksono, Hukum Warís Cara Mudah dan Tepat Membagí Harta Warísan, 

Vísímedía, Jakarta, 2011, hal. 9. 
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 Tentu dalam pemaparan di atas  banyak sekali pertanyaan yang 

muncul. Di sinilah masyarakat perlu mengetahui lebih dalam tentang 

bagaimana pembagian harta warisan yang benar dan mengikuti semua aturan 

yang  diatur dalam KHI ketika harta warisan tidak dipahami, akan 

menimbulkan masalah di kemudian hari. 

Menurut hukum adat, wasiat adalah pemberian seseorang kepada ahli 

waris atau orang tertentu, dan pelaksanaannya terjadi setelah orang yang 

membuat wasiat itu meninggal dunia. Surat wasiat dibuat dengan berbagai 

alasan yang biasanya dilakukan untuk menghindari konflik. Sebuah tanda 

cinta dari pewaris, pewaris melakukan haji ke Mekah, dan pewaris merasa 

kematiannya sudah dekat, tetapi itu adalah hambatan dalam hidupnya yang 

belum teratasi. Orang yang membuat surat wasiat dapat mencabut surat wasiat 

yang telah dibuat atau yang telah diselesaikan, tetapi tidak  sampai orang yang 

membuat surat wasiat tersebut meninggal dunia. Ahli waris harus 

menghormati wasiat. Pelaksanaan wasiat menurut common law tidak harus 

dilakukan di hadapan notaris, tetapi hanya dengan lisan di hadapan anggota 

keluarga atau ahli waris yang hadir pada saat pelaksanaan wasiat.
7
 

Yang dimaksud dengan wasiat dalam KHI adalah pemberian barang 

dari ahli waris kepada orang  atau badan lain, yang mulai berlaku setelah 

pewaris meninggal dunia (Pasal 171) KHI. Pelaksanaan wasiat terjadi setelah 

pewaris meninggal dunia. Bahkan para ulama sepakat bahwa tidak ada 

pelaksana wasiat  sebelum meninggalnya pewaris. Pewaris kemudian dapat 

                                                 
7
 7 Hamzah abun Farís, al-mawaríst wal Washoya fíe asy-Syarí’atíl Fíqhan wa’amalan, 2015. 

hal 158 
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menarik sumbangan selama sisa hidupnya, kecuali dia terpaksa 

melakukannya.
8
 

Masalah genetik dan kehendak sering menimbulkan masalah dalam 

kehidupan sehari-hari. Masalah ini sering terjadi karena  salah satu ahli waris  

tidak puas dengan pembagian harta warisan. Hal ini bermula dari sifat serakah 

dari mereka yang terus-menerus berusaha untuk  mendapatkan  lebih dari  

yang telah mereka capai. Hal ini terjadi di Desa Banyumulek, yang tidak 

diberikan oleh kerabat orang tua tetapi terkait dengan harta warisan orang tua 

yang digugat oleh anak. Jarang orang tua membuat wasiat untuk membagi 

hartanya, dan sebagian besar dikuasai oleh anak laki-lakinya, sehingga 

menunda proses pembagian anak perempuan dan menimbulkan masalah. Ada 

juga mengeluarkan wasiat tetapi anak lakilaki nya tidak segera melaksanakan 

wasiat, mengulur waktu mengakibatkan timbulnya masalah. 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik  mengangkat 

judul "Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik  mengangkat 

judul uji materiil akibat hukum pelaksanaan wasiat yang merugikan ahli waris 

(studi kasus di Desa Banyumulek)". 

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan penjelasan di balik penelitian, penulis menyimpulkan 

bahwa masalah utama dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagimianakah konisekuensi huikum terhaidap peimberian waisiat yiang 

meirugikan a ihli wiaris d ii Diesa Ban iyumulek? 

                                                 
8
 Hamzah abun Farís, al-mawaríst wal Washoya fíe asy-Syarí’atíl Fíqhan wa’amalan, 2015. 

hal 158 
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2. Bagiaimanakah peniyelesaian pemiberian waisiat yanig meriugikan a ihli iwaris 

dii Deisa Ban iyumulek Kaibupaten Lomibok Biarat? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan penelitian    

a. Untiuk mengietahui konisekuensi huikum terhaidap peimberian waisiat 

yiang meirugikan aihli w iaris dii Diesa Baniyumulek. 

b. Untiuk mengetiahui peniyelesaian pemiberian waisiat yanig meriugikan 

aihli iwaris dii Deisa Baniyumulek Kaibupaten Lomibok Biarat. 

2. Manfaat penelitian  

a. Manfaat penelitian secara teoritis  

Hasil penelitian yang dilakukan sebagai kontribusi diharapkan dapat 

memberikan  pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat mengenai 

tanggung jawab  ahli waris untuk melaksanakan wasiatnya. 

b. Manfaat penelitian secara praktis 

Hasil dari penelitian ini adalah mempertimbangkan pihak-pihak yang 

terlibat dalam tanggung jawab masyarakat untuk melakukan tindakan 

yang bertujuan merugikan orang lain dan melaksanakan kehendaknya 

untuk merugikan ahli waris, masalah lingkungan dan sosial akan 

menjadi penting atau tolak ukur dan dapat menyebabkan suatu kondisi. 
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D. Orisinalitas Penelitian 

No.  Nama dan 

Judul 

Skripsi 

Permaslahan  Hasil penelitian Perbedaan 

1.  Endah 

Mayana. 

2012. 

Analisis 

Yuridis 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Pembagian 

Harta 

Warisan 

Yang 

Dikuasai 

Oleh Salah 

Satu Ahli 

Waris (Studi 

Kasus 

Putusan 

Mahkamah 

Agung No 

2134 

K/PDT/198) 

1. Tindakan 

hukum apa 

yang 

dilakukan 

ahli waris 

yang haknya 

dikuasai  

oleh ahli 

waris  lain?  

2. Bagaimana 

analisis 

Putusan MA 

2 

I34.K/PDT/1

989 dalam 

menyelesaik

an perkara 

pembagian 

harta  yang 

dikuasai 

oleh salah 

satu ahli 

waris? 

1. Tingkah laku ahli waris yang 

haknya dikuasai  oleh ahli 

waris  lain  dengan nasehat 

tidak dapat memperoleh 

nasehat. Tindakan ahli waris  

adalah  mengajukan 

permohonan keputusan ahli 

waris dan memutuskan 

bagiannya dengan Inkuisisi 

Tebing Tinggi. Sidang 

selanjutnya diajukan ke 

Pengadilan Negeri Lubuk 

Pakam dengan lampiran 

putusan Pengadilan Agama 

Lubuk Pakam. Putusan 

tersebut tidak sesuai dengan 

rasa keadilan dan mengajukan 

kasasi ke Mahkamah Agung.  

2. Analisis Putusan Mahkamah 

Agung I34.K/PDT/1989 ke-2 

untuk menyelesaikan kasus 

pembagian harta  yang 

dikuasai oleh salah seorang 

ahli waris adalah rasional dan 

sesuai dengan rasa keadilan. 

Mahkamah Agung menolak 

perkara Kasasi yang diajukan 

Buyung Musjaya dan 

komplotannya dan 

menguatkan putusan PN 

Lubuk Pakam yang memecah 

belah H. Muhammad Djamil 

pertama kali dijalankan di 

Subangliah dan kemudian 

dibagikan kembali kepada ahli 

waris  lainnya. Selain itu, 

ternyata Subangria tidak 

memiliki bukti bawaan. 

Penelitian 

Endah 

Mayana atas 

pembagian 

harta 

kekayaan 

yang 

dikelola oleh 

salah satu 

ahli waris, 

penyidikan 

Gst Adhe 

Lucia 

Anggreani 

atas 

pertanggungj

awaban atas 

tindakan 

penegakan 

hukum yang 

merugikan 

ahli waris 

2.  Adhayani 1. Bagaimana 1. Penetapan wasiat yang Penyidikan 
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Saleng 

Pagesongan.  

2021. 

Perlindungan 

Hukum 

Terhadap 

Wasiat Yang 

Merugikan 

Ahli Waris 

cara 

membuat 

wasiat yang 

merugikan 

ahli waris 

menurut 

hukum 

Islam?  

2. Bagaimana 

perlindunga

n hukum 

bagi ahli 

waris yang 

menjadi 

korban 

dengan 

membuat 

wasiat yang 

tidak sesuai 

dengan 

syariat 

Islam? 

merugikan ahli waris menurut 

hukum Islam adalah 

penetapan wasiat yang tidak 

menurut hukum (warisan 

Islam), seperti Putusan 

Mahkamah Kasasi No. 558 

K/Ag/2017, 460 K/ Ag/2014 

adalah. Putusan Kasasi 

489K/Ag/Tahun 2011, 

permasalahan yang diangkat 

dalam ketiga putusan tersebut 

bertentangan dengan hukum 

Islam.  

2. Perlindungan hukum terhadap 

ahli waris yang dirugikan 

akibat pembuatan wasiat yang 

tidak sesuai dengan syariat 

Islam adalah dengan 

perlindungan  preventif atau 

preemtif yaitu mediasi, 

rekonsiliasi, negosiasi dan 

wasiat. Perlindungan berikut 

ini adalah perlindungan 

represif, yaitu melalui 

keputusan pengadilan, yaitu 

prosedur penyelesaian 

sengketa alternatif. 

Adhayani 

Saleng 

Pagesongan 

tentang 

perlindungan 

hukum 

wasiat 

terhadap  

ahli waris, 

penyidikan 

Gst Adhe 

Lucia 

Anggreani 

tentang 

tanggung 

jawab  

pelaksanaan 

wasiat 

terhadap ahli 

waris 

3.  Nur Alam 

Sari Azis, 

2018. 

Tinjauan 

Hukum 

Islam 

Terhadap 

Pelaksanaan 

Pembagian 

Harta 

Warisan 

Kalalah 

Untuk Anak 

Angkat 

1. 1. 

Hukum 

Waris 

Islam 

Bagaima

na 

pembagi

an 

warisan 

adopsi di 

Carrara?  

2.  2. 

Bagaima

na 

pembagi

an harta 

warisan 

Carrara 

kepada 

1. Pembagian waris adopsi 

Carrara dalam hukum waris 

Islam diatur dalam teks Qoth'i 

Qur'an Surah An Nisa ayat 12 

dan  176 yang menerapkan 

aturan pembagian waris 

Carrara. Hukum positif yang 

berlaku di Indonesia mengatur 

Pasal 209 Ayat 2 yang 

mengatur tentang pembagian 

harta dengan pengangkatan 

anak. Sepertiga dari warisan 

orang tuanya, 

pengangkatannya dikenal 

dengan wasiat Waziba.  

2. Ada dua jenis pembagian 

dalam pelaksanaan carrara 

pewarisan bagi anak angkat di 

Kecamatan Polewari 

Kajian Nur 

Alam Sari 

Azis tentang 

penerapan 

carrara bagi 

pembagian 

harta 

warisan  

anak angkat,  

Gst Adhe 

Lucia 

Anggreani 

tentang 

tanggung 

jawab 

penegakan 

hukum 

untuk 

menyakiti 
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anak 

angkat di 

Kecamat

an 

Polwari 

Kabupat

en 

Polwari 

Mandar? 

Kotamadya Kabupaten 

Polewari Mander. a. 

Pembagian harta warisan  

dengan cara hibah dilakukan 

melalui pemindahan harta 

benda semasa hidup ahli waris 

(orang tua). b. Pembagian 

harta warisan didasarkan pada 

ketentuan Faride berdasarkan 

nash Al-Qur'an surah An Nisa 

ayat 12 dan  176, dimana anak 

angkat tidak mempunyai harta 

benda dari anak angkat, tetapi 

anak angkat dilakukan setelah 

meninggalnya ahli waris 

dalam kasus Carrara 

meningkat. , Tetapi Anda 

dapat menerima wasiat. 

ahli waris 

 

 

 

 

 

 

  



11 
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Wasiat 

1. Pengertian Wasiat 

Wasiat adalah pernyataan  seseorang tentang apa yang diinginkan 

setelah kematian. Menurut Pasal 875 KUHPerdata, wasiat adalah surat  

yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang akan terjadi setelah 

kematian, yang  dapat dicabutnya. Dalam pembuatan wasiat, disposisi ahli 

waris dalam wasiat tidak  dapat dilakukan dengan segera. Banyak faktor 

yang menyebabkan hal ini. Jika ternyata tidak ada halangan, berarti wasiat 

bisa terpenuhi. Bagian dari harta warisan yang dapat digunakan untuk 

memenuhi wasiat dibatasi pada bagian yang tersedia. Oleh karena itu, 

persentase warisan yang diwarisi oleh pewaris dalam memenuhi wasiat 

tidak tergantung pada manfaat dari wasiat, tetapi sebagian besar pada 

jumlah warisan yang tersedia bagi pewaris menurut hukum atau undang-

undang.
9
 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wasiat adalah “pesan 

terakhir yang disampaikan oleh orang yang telah meninggal, biasanya 

tentang harta  dan sebagainya”.
 10

 Isi wasiat tidak terbatas pada masalah 

harta benda, tetapi pengangkatan wali bagi anak yang meninggal, 

                                                 
9
 Bení ahmad Saebaní, Syamsul Falah, Hukum Perdata Íslam Dí Índonesía, Bandung: CV 

Pustaka Setía, 2011, hal. 174 
10

 Departemen Pendídíkan Nasíonal. Kamus Besar Bahasa Índonesía Cetakan ke delapan 

Belas Edísí ÍV. Jakarta : Gramedía Pustaka Utama. 2014. hal. 1009 
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persetujuan anak  luar kawin, atau pengangkatan seorang pelaksana 

(wewenang untuk mengawasi dan mengatur pelaksanaan suatu wasiat). 

Wasiat adalah pernyataan niat seseorang tentang apa yang harus 

dilakukan dengan hartanya setelah kematian. Wasiat juga merupakan 

nasehat atau perkataan yang diberikan kepada orang lain oleh seseorang, 

terutama berupa wasiat yang akan dilakukan setelah pewaris meninggal 

dunia, dari arti perkataannya dan untuk digunakan dalam hal lain selain 

warisan.
11 

 

a. Hak untuk memaksakan suatu wasiat menurut KUH Perdata terdapat 

dalam Pasal 874-1002 KUH Perdata, antara lain: Ketentuan Umum 

Tata Tertib (diatur dari Pasal 874 sampai dengan Pasal 894): Pada 

intinya mengatur bahwa semua harta yang ditinggalkan oleh orang 

yang meninggal  adalah milik ahli waris (Pasal 874 KUHP).
 12

  

b. Surat yang berisi pernyataan seseorang tentang apa yang ingin 

dilakukannya setelah kematiannya, yang dapat dicabutnya (Pasal 875 

KUHP).  

c. Pemindahan dengan  wasiat juga pada umumnya dapat dilakukan 

dengan  hak umum dan  hak khusus (Pasal 876 KUHP).  

d. Ketentuan wasiat untuk kepentingan kerabat dekat atau kerabat dekat 

dan ahli waris dibuat untuk ahli waris yang sah (Pasal 877 KUHP).  

                                                 
11

 Ídrís Ramulyo, Perbandíngan Hukum Kewarísan Íslam dengan Kewarísan Kítab Undang-

Undang Hukum Perdata, Jakarta: PT. Bumí aksara. 2004. hal. 105 
12

 M. Wíjaya, Tínjauan Hukum Surat Wasíat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ílmu Hkum 

Legal Opíníon, Edísí 5, Vol. 2, 2014 
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e. Keputusan yang berpihak pada orang miskin tanpa pembenaran lebih 

lanjut akan dibuat untuk  semua orang  yang tidak beragama (Pasal 878 

KUHP). 

2. Macam-Macam Wasiat 

Menurut Pasal 874 KUHPerdata, wasiat dapat dibedakan menjadi 

dua macam.
13

 

a. Surat wasiat menurut bentuknya  

1) Wasiat yang ditulis sendiri adalah surat wasiat yang telah dibuat 

seluruhnya  dan ditandatangani oleh ahli waris, dibuat di hadapan 

notaris, dan disahkan oleh dua orang saksi.  

2) Surat wasiat notaris. Ini adalah wasiat sejati yang harus dibuat di 

depan dua orang saksi dan di depan notaris.  

3) Wasiat rahasia (tertutup) adalah wasiat yang ditulis oleh Anda atau 

orang lain, ditandatangani oleh ahli waris dalam amplop tertutup, 

dan disampaikan kepada notaris dengan dihadiri oleh empat orang 

saksi. 

b. Surat wasiat menurut isinya 

1) Kehendak untuk mengangkat ahli waris dalam pengertian Pasal 

954 KUHPerdata adalah surat perwalian dewasa atas nama (ahli 

waris) yang memberi kesaksian ketika dia meninggal.  

                                                 
13

 M. Wíjaya, Tínjauan Hukum Surat Wasíat Menurut Hukum Perdata, Jurnal Ílmu Hkum 

Legal Opíníon, Edísí 5, Vol. 2, 2014 
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2) Surat wasiat adalah surat wasiat yang memuat ketentuan-ketentuan 

tertentu yang diberikan oleh pewaris kepada satu orang atau lebih. 

Lebih dari satu item khusus Seluruh item dari jenis tertentu. 

3. Syarat Wasiat 

Secara umum, kondisi kehendak adalah mematuhi aturan. Di sini, 

para sarjana memiliki kesimpulan yang berbeda  dalam menjelaskan pilar 

dan persyaratan waiat. Para ahli hukum berselisih dengan rukun dan syarat 

wasiat yang akan dilaksanakan secara efektif oleh seseorang sesuai dengan 

persyaratan syara. Dari segi hukum, wasiat adalah perbuatan hukum 

sepihak. Oleh karena itu, wasiat dapat dibuat tanpa adanya pewaris atau 

secara tertulis. 

a. Orang yang berwasiat  

Kemampuan seseorang untuk membuat  wasiat atau wasiat adalah ia 

dapat berpikir secara normal atau dengan akal sehat. Pasal 895 

KUHPerdata mengatur bahwa seseorang harus mempunyai alasan 

untuk  membuat atau mencabut suatu wasiat. Untuk mencegah orang 

yang tidak memiliki akal sehat dalam membuat surat wasiat dari 

menghukum atau membatalkan surat wasiat.
14

 Pasal 895 KUHPerdata 

tidak mengizinkan orang yang tidak bermoral untuk melakukan 

perbuatan harta benda atas kehendaknya sendiri. Pasal 897 

KUHPerdata menyatakan bahwa anak di bawah umur di bawah 18 

tahun tidak dapat membuat surat wasiat. Dengan kata lain, itu 

                                                 
14

 Kítab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 895 
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dianggap usia legal dan Anda dapat membuat  wasiat ketika Anda 

berusia 18 tahun, tetapi Anda dapat membuat wasiat jika anda menikah 

di bawah usia 18 tahun. Kedewasaan pernikahan diyakini 

diberdayakan oleh wasiat.
15

  

b. Orang yang menerima wasiat  

Pasal 899 KUHPerdata menyatakan bahwa untuk  menikmati sesuatu 

berdasarkan  wasiat, seseorang harus hadir pada saat meninggalnya 

ahli waris, sesuai dengan aturan yang diatur dalam Pasal 2 undang-

undang ini. Ketentuan ini tidak berlaku bagi siapa pun yang berhak 

memperoleh manfaat dari Yayasan.
 16

 Selain itu, berdasarkan Pasal 912 

KUH Perdata, orang yang dihukum karena  membunuh ahli waris, 

orang yang  menggelapkan, merusak atau merusak surat wasiat ahli 

waris, atau orang yang dengan paksa atau kekerasan  menghalangi ahli 

waris harus membuat surat wasiat. atau memperbaiki. Bukan hanya 

istri, suami, dan anak-anaknya. Tidak ada manfaat yang bisa diperoleh 

dari kehendak.
17

 

4. Dasar Hukum Wasiat 

Sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan di atas, wasiat adalah 

amalan yang didorong dari sudut pandang kebajikan dan diperbolehkan 

                                                 
15

 Kítab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 897 
16

 Kítab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 899 
17

 Kítab Undang-Undang Hukum Perdata (Bw)., Pasal 912 
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bagi bukan ahli waris. Hanya dalam beberapa kasus, ada hal lain di luar 

sunat.
18

 

a. Wajib  

Hukum Kehendak menjadi wajib ketika kewajiban Allah swt dan 

Syar'i untuk dilaksanakan terhadap mereka yang perlu dilaksanakan. 

Seperti Zakat dan Haji Mekkah, dia khawatir  harta ini akan habis 

kecuali diwariskan. 

b. Mustahab  

Kehendak yang sah adalah dalam perbuatan Takarub (pendekatan 

diri  Allah swt), yaitu dengan mewariskan sebagian dari sisa harta yang  

diberikan kepada kerabat fakir miskin (terutama yang tidak  menerima 

sebagian dari apa yang diwarisi). direkomendasikan) properti). Atau 

orang shaleh yang membutuhkan, atau sesuatu yang berguna bagi 

masyarakat, seperti pengembangan lembaga pendidikan atau kesehatan 

sosial.  

c. Haram  

Menurut Shara, meninggalkan apa yang diharamkan, seperti 

meninggalkan miras dan segala sesuatu yang dapat mencemarkan 

moral masyarakat, menjadikan hukum wasiat Haram. Tidak ada 

keinginan seperti itu yang dapat dipaksakan kecuali bahwa itu ilegal. 

Wasiat terlarang termasuk wasiat yang dimaksudkan untuk 

menyusahkan ahli waris dan mencegah mereka dari menerima bagian 

                                                 
18

 Wan abdul Halím, Pengurusan dan Pembahagían Harta Pusaka, Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa Dan Pustaka, 2006 hal. 191 
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yang ditentukan oleh hukum Islam. Allah mengharamkan wasiat untuk 

menyakiti orang lain, firman Allah swt: Artinya: Wasiat tidak boleh 

menyakiti (pewaris). (Setiap hukum) adalah hukum Swt di dalam 

Allah. Ingatlah bahwa Allah maha tahu dan toleran.  

d. Harus (Mubah)  

Jika wasiat ditujukan kepada teman atau orang kaya yang tidak 

termasuk golongan arif dan saleh, maka hukum wasiat adalah wajib 

(muba). Disunat karena bertujuan untuk mengikuti Allah swt.  

e. Makruh  

Jika pewaris miskin, ahli waris miskin, dan harta dibutuhkan, 

wasiat adalah makruh. Surat wasiat juga menjijikkan ketika diberikan 

kepada orang jahat dan jahat, yang percaya bahwa aset mereka 

cenderung digunakan untuk tujuan jahat. 

5. Isi Surat Wasiat 

Pada dasarnya, surat wasiat terdiri dari surat wasiat untuk 

mengangkat ahli waris atau ahli waris dan surat wasiat untuk memberikan 

atau mewariskan. 

a. Surat wasiat pengangkatan waris 

Pengertian  pengangkatan anak adalah dalam Pasal 954 

KUHPerdata yang menyatakan bahwa  pengangkatan anak adalah 

suatu wasiat  yang memberikan pewarisan kepada seorang atau lebih 

jika orang itu meninggal dunia seluruhnya. Atau sebagian seperti  

setengah, sepertiga.  
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 Dari artikel sebelumnya dapat kita simpulkan bahwa suatu 

warisan menunjuk satu orang atau lebih sebagai “ahli waris” yang 

akan menerima seluruh atau sebagian dari harta warisan. Orang yang 

ditunjuk oleh wasiat ini disebut testametairerfgenaam. Ahli waris 

setara dengan ahli waris, dan baik ahli waris maupun ahli waris 

memiliki hak (harta) untuk dimasukkan ke dalam  harta warisan, serta 

pembayaran utang kepada kesaksian.
19

 

b. Surat wasiat hibah 

Pasal 957 KUHPerdata menyatakan bahwa amanat wasiat 

adalah wali wasiat yang menyumbangkan satu atau lebih harta yang 

jenis tertentu, seperti  seluruh atau tidak, atau seluruh hasil atau 

sebagian dari warisannya. Berdasarkan artikel sebelumnya, kita dapat 

menyimpulkan bahwa  wasiat atau warisan akan diberikan kepada satu 

orang atau lebih. Satu atau lebih orang tertentu; semua benda dari  

jenis tertentu, seperti benda bergerak dan benda tidak bergerak. Hak 

untuk memungut penghasilan dari seluruh atau sebagian harta waris. 

Menurut pasal ini, seseorang yang mewarisi suatu wasiat 

disebut dengan wasiat. Seorang  ahli waris yang sah tidak memiliki 

status ahli waris yang efektif. Ini termasuk pengertian bahwa ahli 

waris dengan hak-hak khusus menurut Pasal 876 KUHPerdata yang  

disebutkan dalam penjelasan sebelumnya adalah delegasi. Oleh karena 

itu, pewaris tidak berhak untuk meminta atau meminta pengeditan 

                                                 
19

 Moh.Syamsul Mu‟aríf, Perbandíngan Wasíat Dalam Perspektíf Kompílasí Hukum Íslam 

(KHÍ) Dan Burgerlíjk Wetboek (BW), Jurnal Penelítían Dan Kajían Keíslaman, Vol. 3 Nomor 2, 

agustus 2015. hal 3 
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karena ia berkewajiban untuk menanggung hutang yang ditinggalkan 

oleh pewaris, dan  tidak bertanggung jawab secara hukum atas 

warisan pewaris. Warisan hanya memiliki hak untuk menyerahkan 

kepada semua ahli waris atau menuntut agar dia menggunakan hak 

yang diberikan kepadanya. 

Penciptaan atau keselamatan bisa menjadi beban (terakhir). 

Beban menahan orang yang ditunjuk oleh Erfstelling dan Legaat. 

Artinya, memberikan pewaris wasiat (testamentair erfgenaam) atau 

legalis hak yang tidak secara individual diklaim Boedel kepada orang 

lain.  

Pasal 958 KUHPerdata menyatakan bahwa semua pewaris 

yang sederhana dan tidak bersyarat berhak menuntut harta yang 

diberikan kepadanya sejak tanggal kematiannya, dan hak ini 

dipercayakan kepada  ahli waris atau urusan hukum, kataku. ahli 

waris. Berkat teks, dia memiliki hak untuk menerima apa yang 

diwariskan kepadanya, jadi dia berada dalam posisi yang hampir sama 

dengan penerima undang-undang atau wasiat. 

Karena hak  ahli waris untuk menerima segala harta dan 

kewajiban ahli waris, maka ahli waris akan diberitahukan tentang 

gugatan menurut undang-undang dan ahli waris akan diberitahu 

tentang tuntutan atas kehendak ahli waris (Ererstelling). Karena 

warisan digambarkan sebagai beban warisan seperti  hutang, ahli 
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waris memiliki kewajiban sebagai pembawa untuk memenuhi tuntutan 

warisan.  

Legati yang menerima seseorang mungkin harus memberikan 

salah satunya kepada orang lain yang ditentukan dalam surat wasiat, 

dan penyerahan apa yang harus diambil Legati disebut sublegato. Oleh 

karena itu, yang disebut sub-legato sebenarnya adalah  beban. Jika 

pusaka atau pusaka tidak menjadi tanggungan, dapat mencabut pusaka 

atau pusaka atas permintaan para pihak  atau atas permintaan  ahli 

waris lain. 

6. Bentuk-Bentuk Wasiat 

KUH Perdata mengenal tiga jenis wasiat: wasiat rahasia, wasiat 

umum, dan wasiat tertulis itu sendiri.
20

 

a. Wasiat rahasia 

Ketentuan kerahasiaan ini diatur oleh Pasal 940 dan 941 

KUHPerdata. Rahasia ini dibuat dengan penunjukan pewaris sendiri  

atau  orang lain. Oleh karena itu, Anda harus membuat dan 

menandatanganinya sendiri. Surat ini akan disegel dalam amplop, 

yang akan disegel dan diserahkan kepada notaris. Atau, anda dapat 

menyegel dan menyegel di depan notaris dengan empat orang saksi. 

Selanjutnya, ahli waris harus membuat pernyataan di depan 

notaris dan bersaksi bahwa apa yang ada di sampul itu adalah 

                                                 
20

 Oemarsalím, Dasar-Dasar Hukum Warís dí Índonesía, Jakarta: Ríneka Cípta, 2006. hal 

100 
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kehendaknya dan bahwa ia menulisnya sendiri atau menyewa 

seseorang untuk menulisnya  sendiri.  

 Notaris kemudian membuat sertifikat dalam superscript. 

Artinya, menyetujui informasi. Sertifikat ini dapat ditulis pada surat 

atau halaman sampul yang berisi informasi itu sendiri. Sertifikat 

superscript ini harus ditandatangani oleh notaris. Jika  pewaris tidak 

dapat menandatangani, maka  harus dicantumkan dalam superskrip. 

Rahasia ini harus disimpan oleh notaris bersama dengan asli notaris 

lain. 

Wasiat harus ditulis, diberi tanggal, dan ditandatangani oleh 

pewaris, meskipun ahli warisnya diam tetapi dapat menulis. Surat 

wasiat atau wasiat itu kemudian harus ditulis oleh notaris dan ahli 

waris dengan disaksikan oleh seorang saksi. Untuk itu notaris 

mengangkat kata dan menjelaskan bahwa surat keterangan ahli waris 

ditulis di depan notaris dan saksi.  

 Sebuah wasiat atau wasiat tidak dapat dibuat oleh orang kedua 

atau ketiga, atau oleh dua orang untuk saling menguntungkan. 

Kebijakan larangan ini adalah untuk mempersulit penarikan wasiat. 

b. Wasiat umum 

Pasal 938 KUHPerdata mengatur bahwa “suatu wasiat atau 

wasiat umum atau wasiat tidak rahasia  harus dibuat di depan dua 

orang saksi dan di hadapan notaris”. Ahli waris menyatakan 
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kehendaknya sepenuhnya kepada notaris, dan notaris harus menulis 

atau menyuruhnya menulis pernyataan dengan bahasa yang jelas.  

Penjelasan dalam Pasal 938 KUHPerdata menegaskan bahwa 

notaris tidak harus menuliskan semua kata yang diucapkan oleh ahli 

waris, tetapi hanya apa yang notaris anggap perlu untuk ditulis.  

 

c. Wasiat ditulis sendiri 

Menurut Pasal 932 KUH Perdata, ini  harus  ditandatangani 

secara lengkap secara tertulis oleh orang yang  meninggalkan harta 

warisan (sendiri) dan kemudian diserahkan  kepada  notaris untuk 

disimpan (Gedepong). Dua saksi juga harus menghadiri presentasi. 

7. Batasan Wasiat 

Pembatasan wasiat terdapat dalam Pasal 913 KUHPerdata. 

Artinya, dalam kaitannya dengan bagian hukum, semua bagian yang sah 

atau  mutlak adalah  bagian dari warisan yang  diberikan oleh hukum 

kepada ahli waris langsung. Tidak hanya pemisahan antara yang  hidup 

dan yang meninggal, dan wasiat.  

 Bagian yang sah adalah  bagian tertentu dari harta warisan dan 

tidak dapat dihapus oleh orang yang meninggalkan harta warisan. Bagian 

itu tidak dapat dialihkan kepada orang lain dengan pemberian atau wasiat 

biasa. Mereka yang menerima bagian ini diketahui sah. 
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8. Batalnya Wasiat 

Pembatalan suatu wasiat dapat terjadi karena suatu peristiwa yang 

tidak pasti. Artinya, jika orang yang menerima wasiat itu meninggal lebih 

dulu sebelum orang yang membuat wasiat itu meninggal, maka wasiat atau 

wasiat itu tidak sah.  

 Pasal 997 KUHPerdata Semua ketentuan mempunyai syarat dan 

sifat tergantung pada peristiwa yang belum tentu terjadi, sehingga jika 

suatu peristiwa meninggal dunia, ahli waris dianggap menangguhkan 

pelaksanaan ketentuan dalam hal itu. Ahli waris atau penerima hibah akan 

meninggal  sebelum  persyaratan ini dipenuhi.
21

 

Oleh karena itu, menurut pasal di atas, jika orang yang menerima 

wasiat lebih dulu meninggal, maka wasiat tersebut menjadi batal ketika 

orang yang membuat wasiat itu meninggal.  

 Pasal 1001 KUHPerdata menyatakan bahwa wasiat akan berakhir 

jika ahli waris atau ahli waris yang ditunjuk tidak dapat menolak atau 

melaksanakan wasiat. Seperti yang telah disebutkan, wasiat dapat 

dibatalkan oleh ahli waris. Hal ini dapat membatalkan wasiat, dan 

sebaiknya diingat bahwa wasiat adalah pernyataan sepihak oleh ahli waris. 

Pembatalan suatu wasiat dapat bersifat padat atau implisit.  
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 Jika suatu wasiat dicabut dengan tegas menurut ketentuan Pasal 

992 KUHPerdata, pencabutan itu dapat berupa wasiat baru, atau ahli waris 

dapat seluruhnya atau sebagian dari wasiat itu.
22

 

Ketika wasiat secara implisit dibatalkan. Menurut Pasal 994 

KUHPerdata, suatu wasiat  baru yang tidak secara tegas  membatalkan 

wasiat sebelumnya akan membatalkan wasiat yang lama, kecuali jika itu 

sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam wasiat baru atau jika wasiat 

sebelumnya bertentangan dengan wasiat  baru. Pembatalan wasiat secara 

implisit dapat dilihat dari perbuatan wasiat setelah wasiat dibuat.  

 Ini mengacu pada keinginan pewaris untuk menarik semua atau 

sebagian dari wasiat pewaris. Penghapusan implisit KUHPerdata ini  dapat 

dilakukan dengan tiga cara: 

a. Seorang wasiat dapat membuat dua wasiat yang tidak sama isinya 

sekaligus.  

b.  Pasal 996 KUHPerdata menyebutkan bila barang yang disebut dalam  

wasiat itu diserahkan kepada orang lain, atau bila barang itu dijual atau 

ditukar dengan orang lain.  

 Pasal 934 KUHPerdata menyatakan bahwa wasiat notaris akan 

dicabut  oleh orang yang membuat wasiat itu. 
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B. Tinjauan Tentang Warisan 

1. Pengertian warisan 

Kata waris berasal dari kata Arab Almiirats. Ini adalah bentuk 

Masdar dari kta waritsayaritsuirtsanmiiraatsan, yang berarti 

menyampaikan sesuatu dari satu orang ke orang lain, atau dari satu orang 

ke orang lain. Yang dimaksud dengan Almiirats  adalah hak milik 

almarhum kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik orang yang 

meninggalkannya berupa harta (uang), tanah, atau  hak milik yang sah 

menurut zu syariah.
23

 

Dalam istilah hukum, kata waris digunakan  dengan menggunakan 

kata waris dengan  awalan to dan akhiran to. Kata ahli waris  sendiri dapat 

berarti orang, ahli waris sebagai subyek, dan suatu proses. Dalam 

pengertian pertama meliputi pengertian “perkara” ahli waris, dan 

pengertian kedua mencakup pengertian “perkara pemindahan” harta benda 

dari yang meninggal kepada yang masih hidup, dan  berhak menurut 

hukum. . Sebagai sah dan mengikat bagi seluruh umat Islam, diyakini dan 

diterima. Pewarisan berarti mengganti status hukum dari  harta pewaris 

(ahli waris). Warisan dibagi menjadi dua bagian. Dengan kata lain, 

pewarisan berdasarkan metode (1) disebut juga  pewarisan abintestato.  (2) 

Warisan wasiat, yaitu pewarisan dengan wasiat.
24
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Menurut sebagian besar ahli hukum Islam, warisan adalah semua 

harta  yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal  baik berupa harta 

tetap maupun tidak bergerak, termasuk barang/pinjaman dan barang-

barang yang berkaitan dengan hak orang lain seperti harta benda. Barang 

yang dijadikan jaminan utang. Jika ahli waris masih hidup. hukum Islam 

diberlakukan. Hukum  Waris memuat peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang proses meneruskan dan mengalihkan baik  yang tidak 

berwujud maupun yang tidak berwujud (intangibles) dari tenaga manusia 

(generasi) kepada keturunannya. Hukum waris Islam adalah ahli waris. 

dibagikan dari pewaris ke pewaris dari generasi ke generasi.
25

 

Warisan merupakan mata pelajaran yang sangat penting dan selalu 

menjadi salah satu mata pelajaran utama dalam hukum Islam dan hukum 

perdata. Hal ini selalu ada dalam semua keluarga, dan masalah waris  

rentan menjadi masalah dan konflik di masyarakat akibat pembagian dan 

penyerangan pihak yang dianggap tidak adil. Pengertian waris itu sendiri 

adalah pemindahan hak dan kewajiban  baik harta maupun tanggungan, 

dari  yang meninggal  kepada yang masih hidup.
26

 

Pengertian  umum dari hukum waris adalah hukum yang mengatur 

tentang apa yang harus dilakukan terhadap harta benda yang meninggal, 

dengan kata lain hukum yang mengatur tentang pemindahan harta 

peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang  meninggal dan 

dampaknya terhadap ahli waris. Dalam hal ini terdapat ketentuan khusus 
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dalam Pasal 2 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa seorang anak  dalam 

kandungan seorang perempuan dianggap lahir jika anak itu bermaksud 

demikian. Dan jika janin meninggal saat melahirkan, itu dianggap  tidak  

ada.
27

 

Dari beberapa pengertian di atas, hukum waris  mengatur tentang 

pemindahan atau pemindahan harta  yang ditinggalkan oleh seorang ahli 

waris karena meninggalnya ahli waris, terlepas dari ada tidaknya 

hubungan antara ahli waris dengan pihak lain. 

2. Azas-Azas Hukum Warisan 

Hukum waris mengharuskan Anda untuk mematuhi beberapa 

prinsip. Asas ini tidak lebih dari menjamin keabsahan harta warisan  milik 

ahli waris. Prinsip-prinsip hukum waris  adalah sebagai berikut: 
28

 

a. Asas Kematian  

Standar ini diatur oleh 830 KUHPerdata. "Warisan berlanjut 

hanya untuk kematian." Berdasarkan ketentuan pasal sebelumnya 

berarti bahwa jika ahli waris belum meninggal dunia, tidak  ada proses 

pewarisan dari ahli waris ke ahli waris. Dasar kematian diketahui dan 

berlaku untuk warisan dan hukum Islam. Menurut Muhammad Daud 

Ali juga ada ketentuan hukum waris berdasarkan syariat Islam, dan 

hukum waris islam adalah harta, sebagaimana diungkapkan oleh 

Suhurawardi dan Komis Simanjuntak ada tidaknya harta warisan 

ketika seseorang meninggal dunia. hanya. Dari penjelasan di atas, 
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dapat disimpulkan bahwa harta seseorang tidak dapat diwarisi seumur 

hidup pemiliknya. Asas kematian tidak secara konsisten berlaku baik 

dalam hukum waris perdata maupun Islam. Dalam Undang-undang 

Waris menurut KUH Perdata memperhitungkan pemberian seumur 

hidup atau pemberian ahli waris dalam pembagian ahli waris dan 

pembagian harta warisan.  

b. Asas Hubungan Darah dan Hubungan Perkawinan  

Alasan untuk ini ditetapkan dalam pasal 832 ayat (1) dan Pasal 

852 a KUHPerdata. Asas hubungan daerah sangat penting dalam 

sistem hukum waris, karena faktor kekerabatan dan hubungan 

perkawinan menentukan kedekatan seseorang dengan ahli waris dan 

layak tidaknya  seseorang menjadi ahli waris. Dalam  ketiga sistem 

hukum waris yang ada, kekerabatan dan kekerabatan perkawinan 

mendominasi, tetapi berdasarkan asal-usulnya, faktor perkawinan 

diakui sebagai dasar pewarisan baik dalam hukum adat maupun  

hukum waris menurut KUH Perdata.
29

 

c. Asas Bilateral  

Asas ini berarti bahwa seseorang mewarisi tidak hanya  dari 

keluarga ayah, tetapi juga  dari keluarga ibu dan saudara kandung. 

Sementara asas ini memberikan persamaan hak dan kedudukan  antara 

anak laki-laki dan perempuan dalam hal pewarisan, asas bilateral ini  

juga mengatur agar suami dan istri  saling mewarisi. Standar bilateral 

                                                 
29

 Mohammad Daud alí, Hukum Íslam, PT. Raja Grafíndo Persada, Jakarta, 1990. hal. 313 



29 
 

sama dengan standar individu, kecuali yang tertuang dalam hukum 

waris di bawah KHU Perdata, tetapi juga berlaku untuk hukum umum 

masyarakat yang menyertai hukum waris menurut hukum Islam dan 

sistem kekerabatan.  

d. Asas Individual  

Sesuai dengan namanya,  asas ini menentukan penampilan 

individu yang mewarisi individu (individu), bukan kelompok ahli 

waris, bukan  suku atau keluarga. Asas ini berarti bahwa harta warisan 

dapat dibagi secara individual kepada masing-masing ahli waris. Oleh 

karena itu pelaksanaannya menyatakan nilai seluruh harta warisan, dan 

masing-masing ahli waris berhak atas besarnya bagian itu tanpa  terikat 

dengan ahli waris lainnya. Akibat dari ketentuan ini adalah bahwa 

harta warisan yang dibagi-bagikan atau dialihkan kepada ahli waris 

menjadi miliknya. Oleh karena itu asas ini sejalan dengan ketentuan 

Pasal 584 KUHPerdata yang memberikan kemungkinan untuk 

memperoleh hak milik  melalui ahli waris.  

Prinsip individu juga sangat populer dalam warisan Islam dan  

hukum  adat. Asas perseorangan dalam hukum waris Islam berarti 

bahwa “semua ahli waris membuat tuntutan sendiri-sendiri atas bagian 

yang mereka terima, tanpa terikat oleh ahli waris lain”. Pada sebagian 

besar dari ketiga jenis pewarisan tersebut, sistem perseorangan adalah 

masyarakat induk adat Indonesia, yang meluas ke masyarakat, 

terutama sebagian besar wilayah. 
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e. Asas Segala Hak dan Kewajiban Pewaris Beralih Kepada Ahli Waris  

Semua hak dan kewajiban ahli waris dalam asas ini berarti hak 

dan kewajiban di bidang harta benda. Dalam hukum waris menurut 

KUHPerdata, asas ini  erat kaitannya dengan hukum waris, tetapi 

hukum waris itu sendiri adalah hukum Perancis yang menyatakan 

bahwa “yang mati mempunyai keterikatan dengan yang  hidup”. 

Dengan berpedoman pada asas hukum ini, berarti apabila seseorang 

meninggal dunia, maka seluruh harta kekayaannya, baik harta maupun 

kewajiban, diteruskan kepada ahli warisnya.
30

 

3. Rukun dan Syarat Waris Dalam Islam 

a. Rukun Waris Dalam Islam 

Rukun adalah bagian dari masalah yang sedang dibahas, dan jika 

salah satu rukun tidak ada, misalnya salah satu rukun nikah ada wali, 

maka perdebatan genetik belum selesai. Jika perkawinan berhasil tanpa 

wali, maka perkawinan itu batal.  

 Dalam kaitannya dengan pembahasan hukum waris, waris 

memiliki tiga pilar:
31

 

1) Harta peninggalan (mauruts) 

Harta Benda adalah harta  yang ditinggalkan oleh pewaris dan 

diwarisi oleh ahli waris setelah ahli waris membayar biaya pelunasan 

utang dan pelaksanaan wasiat.  
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Oleh karena itu, selain harta benda, ia juga berhak 

mengalihkan kepada ahli warisnya, termasuk hak yang berwujud dan 

tidak berwujud. Hak untuk mengambil sumber air, klaim, real estat 

yang dihalangi oleh almarhum, barang-barang yang  dibeli oleh 

almarhum selama hidupnya, barang-barang yang dibayar tetapi 

diterima, dll. 

Pasal 171  (d) KUHPerdata menyebutkan:  

 Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris  berupa 

barang yang menjadi milik atau hak pewaris. 

 

Warisan dijelaskan dalam Pasal 171  (e) Kitab Hukum Islam, 

yang menyatakan:  

 Warisan adalah, selain warisan, bagian dari harta bersama 

setelah digunakan untuk keperluan almarhum selama sakit 

sampai kematian, biaya pemeliharaan jenazah (Tajhiz), 

pembayaran hutang, sumbangan kepada kerabat.
32

 

 

Dalam aturan umum  Bab 1, pada butir (e) dari (d) dan (e), 

kompilasi hukum Islam membedakan antara  warisan dan warisan, 

yang menyatakan:  

 “Warisan adalah harta yang ditinggalkan oleh ahli waris, baik  

berupa harta benda yang dimiliki oleh ahli waris maupun hak-

hak ahli waris. Sebaliknya harta benda digunakan untuk 

kepentingan pewaris  sampai meninggalnya pewaris. Setelah 

itu pewaris meninggal dunia. , sebagian harta warisan dan 

harta bersama, biaya perawatan jenazah, pembayaran uang, 

dan pemberian kepada kerabat.
 33
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2) Pewaris (Mawarrits). 

Ahli waris adalah orang yang telah dinyatakan meninggal 

dunia pada saat kematiannya atau oleh putusan pengadilan  Islam, 

dengan meninggalkan ahli waris dan ahli waris.
34

 

Huruf (b) Pasal 171 Kitab Undang-undang Hukum Islam 

menyatakan:  

 Ahli waris adalah orang yang telah dinyatakan meninggal 

dunia pada saat kematiannya atau oleh penetapan pengadilan 

Islam, meninggalkan ahli waris dan ahli waris. 

 

Tidak semua orang disebut ahli waris. Yang penting adalah 

menjadi ahli waris ketika seseorang meninggal. Selain harus 

meninggal dunia, ahli waris juga harus Muslim dan memiliki ahli 

waris dan harta benda. Syarat-syarat tersebut sesuai dengan syarat-

syarat yang diatur dalam hukum waris. 

3) Ahli waris atau waarits 

Ahli waris adalah orang yang  mewarisi harta peninggalan 

Mwarit karena ia mempunyai alasan untuk mewarisi. Ahli waris di 

sini berarti orang yang menerima harta warisan karena menyangkut 

hak-hak lingkungan keluarga ahli waris.
35

 

Ahli waris hukum Islam dapat dibedakan menjadi dua. Yaitu:  

a) Ahli waris Nasabiya adalah ahli waris yang diwarisi oleh ikatan 

darah.  

                                                 
 

34
 Moh. Muhíbín dan abdul Wahíd, Hukum Kewarísan Íslam Sebagaí Pembaruan Hukum 

Posítíf dí Índonesía, Sínar Grafíka, Jakarta, 2009, hal. 60 

  



33 
 

b) Ahli waris Sababy adalah ahli waris yang mewarisi karena  

perkawinan yang sah dan/atau pembebasan budak (budak 

Sahaya).
36

 

b. Syarat-Syarat Kewarisan Menurut Hukum kewarisan Islam 

Selain menentukan rukun-rukun, syarat-syarat waris juga diatur 

dalam waris Islam. Adapun syarat ahli waris, yaitu:
37

 

1) Meninggalnya mawaris 

Meninggalnya ahli waris berarti ahli waris baru akan 

diperkenalkan/dibuat pada saat ahli waris benar-benar 

meninggal dunia. Pemindahan langsung harta benda orang 

yang masih hidup atau eksekusi setelah kematian bukanlah 

warisan menurut hukum Islam. Kiriman uang dapat 

disumbangkan atau dibuat secara sukarela. Adanya kematian 

berarti bahwa harta warisan harus secara otomatis diserahkan 

kepada ahli waris atau mau tidak mau dialihkan. 

Kematian sah yang sebenarnya dari ahli waris. B. Putusan 

hakim atas meninggalnya orang yang mafqud (hilang). 

Menurut para ulama, kematian Mwaris dapat dibagi menjadi 

tiga jenis:
38

 

a) Mati haqiqy (mati sejati) adalah hilangnya nyawa orang 

yang semula menampakkan diri kepadanya. Kematian ini  

disaksikan oleh panca indera dan  dibuktikan dengan bukti.  

b) Mati hukmy (mati atas keputusan hakim) adalah kematian 

atas keputusan hakim, dan pada kenyataannya para pihak 

masih hidup dan ada dua kemungkinan: hidup dan mati.  

c) Mati taqdiry (mati menurut dugaan)  merupkan kematian 

bukanlah haqiqi atau hukmy, tetapi kematian hanya 

berdasarkan kecurigaan yang kuat. 

2) Kehidupan ahli waris setelah meninggalnya ahli waris masih 

seperti anak dalam kandungan. Warit yang  hidup pada saat 

kematian Muwarit adalah haqiqy atau taqdiry. Oleh karena itu, 

ia berhak mewarisi hartanya. 

  

Tidak ada salah satu hambatan genetik. Dua syarat pewarisan 

Mwarit dan Warit telah lewat, tetapi keduanya mewariskan hartanya 
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kepada harta  yang lain atau  yang lain selama  salah satunya melewati 

empat  penghalang yang membuat tidak mungkin pewarisan. : 

Perbudakan, pembunuhan, perbedaan agama, perbedaan bangsa.
39

 

C. Ahli Waris 

1. Pengertian Ahli Waris 

Ahli waris adalah anggota keluarga almarhum yang menggantikan 

kedudukan ahli waris dalam bidang hukum harta benda setelah ahli waris 

meninggal dunia. Menurut Pasal 832 KUH Perdata, ahli waris yang 

memenuhi syarat adalah anggota keluarga yang sederajat dan di luar 

perkawinan yang diakui dan pasangan yang hidup bersama. Ahli waris 

yang sah pada waktu kematian diangkat menurut urutan pengangkatannya. 

Undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan 

perempuan, juga tidak membedakan urutan kelahiran. Jika ahli waris dari 

golongan pertama  masih ada, maka mereka hanya memberikan pewarisan 

hak-hak keluarga lain dalam garis atau di pihak mereka. Jumlah ahli waris 

dalam surat wasiat  tidak pasti, tetapi jenis ahli waris  ini tergantung pada 

surat wasiat. Sering kali memuat penunjukan seorang atau lebih ahli waris 

yang mewarisi seluruh atau sebagian dari harta itu.
40

 

Dari kedua jenis ahli waris di atas timbul pertanyaan, ahli waris 

mana yang lebih diutamakan, ahli waris yang sah atau ahli waris  wasiat. 

Dari beberapa aturan BW tentang  wasiat, kita dapat menyimpulkan bahwa  

ahli waris yang sah diprioritaskan. Hal ini dibuktikan dengan beberapa 
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aturan yang membatasi kebebasan  membuat wasiat, bukan membuatnya. 

Isi paragraf 2 881 membawa tentang aturan yang terkandung dalam BW. 

Hal ini melarang membuat wasiat sesuai dengan undang-undang agar tidak 

merugikan ahli waris. 

Ahli waris yang menerima bagian mutlak atau “bagian yang sah” 

termasuk ahli waris yang sah. Ini adalah  ahli waris di kolom atas dan 

bawah yang telah memperoleh bagian tertentu dari real estat, dan bagian 

itu tidak dihapus dari ahli waris. Sehubungan dengan itu, “Peraturan 

tentang sahnya pelaksanaan wasiat diyakini membatasi kebebasan 

seseorang untuk menulis wasiat atas kehendaknya sendiri,” kata R Subekti 

dalam bukunya.
41

 

2. Ahli Waris Menurut Sistem BW 

Undang-undang mengatur tata tertib keluarga  ahli waris. H. 

Keluarga sah atau tidak sah dari istri yang ditinggalkan atau suami dan ahli 

waris. Ahli waris usus yang sah atau terkait jatuh ke dalam empat 

kelompok.
42

 

a. Kelompok pertama: Keluarga lurus mencakup anak-anak dan 

keturunan mereka, dan suami atau istri yang paling jauh atau  paling 

lama hidup. Baru pada tahun 1935 pasangan atau istri yang paling 

lama hidup / meninggal diakui sebagai ahli waris (sebelum itu, suami 

dan istri tidak saling mewarisi).  
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b. Kelompok kedua: Keluarga garis mencakup orang tua dan saudara 

laki-laki dan perempuan, dan keturunan mereka. Bahkan jika Anda 

mewarisi dengan ahli waris, ada aturan khusus bagi orang tua untuk 

memastikan bahwa bagian mereka setidaknya seperempat dari real 

estat.  

c. Kelompok ketiga: Meliputi kakek-nenek dan leluhur di atas ahli waris.  

d. Kelompok keempat: Termasuk keluarga hipotek dan kerabat lainnya 

hingga 6 derajat 

Undang-undang tidak membedakan antara ahli waris laki-laki dan 

perempuan, juga tidak membedakan antara urutan kelahiran. Jika masih 

ada ahli waris golongan pertama, hanya ada ketentuan untuk 

memperpanjang hak-hak keluarga lain ke atas dan ke bawah dalam garis 

lurus. samping. Demikian pula, peringkat yang lebih tinggi menutupi 

peringkat yang lebih rendah.  

 Karena ahli waris jenis ini tergantung pada wasiat pewaris, maka 

jumlah ahli waris berdasarkan wasiat tersebut tidak pasti. Wasiat sering 

kali memuat penunjukan satu atau lebih ahli waris untuk menerima seluruh 

atau sebagian dari warisan. Namun, seperti  ahli waris menurut undang-

undang (ab intestato), pewaris wasiat (wasiat) menerima semua hak dan  

kewajiban ahli waris. 

Dari kedua jenis ahli waris di atas timbul pertanyaan, ahli waris 

mana yang lebih diutamakan,  ahli waris menurut UU atau ahli waris 

menurut  wasiat. Dari beberapa aturan BW tentang  wasiat, kita dapat 
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menyimpulkan bahwa  ahli waris yang sah diprioritaskan. Hal ini 

dibuktikan dengan beberapa aturan yang membatasi kebebasan  membuat 

wasiat, bukan membuatnya.  

 Ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam BW yang mencegah 

ahli waris dari merugikan ahli waris menurut hukum adalah karena isi dari  

Pasal 881  (2), yaitu dengan mengangkat atau memberikan tunjangan itu, 

ahli waris tidak boleh merugikan  ahli waris yang berhak menerima bagian 

mutlak.
43

 

Ahli waris yang menerima bagian mutlak atau Legitieme Portie 

(LP) dihitung sebagai ahli waris menurut undang-undang. Mereka adalah  

ahli waris di kolom atas atau bawah yang menerima bagian tertentu dari 

real estat, dan bagian itu tidak dapat diamortisasi oleh ahli waris. Dalam 

hal ini, Subekti berpendapat dalam bukunya bahwa pengaturan hukum 

Legitime Porty dianggap sebagai pembatasan kebebasan pembuat 

kehendaknya sendiri.
44

 

Sebagaimana disebutkan di atas, mereka yang  menerima sejumlah 

tertentu warisan di muka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.  

a. Pasti ada yang meninggal (§830BW). Harus ada  ahli waris pada tahun  

b. Ahli waris harus hadir pada saat ahli waris meninggal. Ketentuan ini 

tidak serta merta mengurangi arti dari ketentuan Pasal 2 BW  yang 

tertulis sebagai berikut. Jika Anda meninggal saat lahir, itu dianggap 
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tidak ada. Oleh karena itu, janin juga  diatur secara hukum sebagai ahli 

waris dan  dianggap dapat diwarisi.  

c. Ahli waris harus cakap secara hukum dan berhak mewaris dalam arti  

tidak secara hukum dinyatakan  tidak dapat diwarisi atau dianggap 

tidak dapat diwarisi. 

Jika persyaratan di atas terpenuhi, hukum memberi ahli waris lebih 

banyak ruang untuk memutuskan pelepasan harta warisan. Ahli waris 

diberi waktu empat bulan untuk memikirkannya, setelah itu ia harus 

menyatakan pendiriannya tentang menerima atau menolak warisan, atau 

mungkin  ia adalah syarat yang disebut "warisan sebagai ahli waris". saya 

menerima warisan dan penolakan warisan. 

Akibat yang paling utama dari hak ahli waris adalah bahwa ahli 

waris tidak harus membayar hutang karena kewajiban ahli waris untuk 

membayar hutang dan beban-beban lain terbatas sejauh hanya dilunasi 

sesuai dengan kekuatan warisan. Harta miliknya sendiri. Selama ahli waris 

menggunakan hak pikirannya untuk  menentukan sikap demikian, ia tidak 

dapat dipaksa untuk memenuhi kewajibannya sebagai ahli waris sampai 

dengan berakhirnya jangka waktu  empat bulan ini (Pasal 1024 BW).
45
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Jenis Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis 

menggunakan metode penyelidikan hukum normatif dan empiris. Hal ini pada 

hakikatnya merupakan perpaduan antara pendekatan hukum normatif dengan  

berbagai unsur empiris yang ditambahkan. Metode investigasi hukum 

normatif biasa disebut dengan investigasi hukum pendidikan atau investigasi 

kepustakaan. Penyelidikan ini disebut penyidikan hukum karena hanya untuk 

peraturan tertulis. Survei ini sangat erat kaitannya dengan perpustakaan 

karena memerlukan data sekunder dari perpustakaan dan mengkaji norma 

hukum. Penelitian hukum empiris adalah  metode penelitian hukum yang 

dirancang untuk melihat hukum dalam arti yang sebenarnya dan mempelajari 

cara kerjanya di  masyarakat. Kajian ini mengkaji manusia dalam konteks 

kehidupannya di masyarakat, sehingga metode studi hukum empiris dapat 

digambarkan sebagai studi hukum sosiologis.46 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

 Soerjono Soekanto dan Srí Mamudjí, Penelítían Hukum Normatíf Suatu Tínjauan Síngkat, 

Jakarta: Uníversítas Índonesía Press, 2012, hal, 45 



40 
 

B. Pendekatan Penelitian 

Dalam studi ini, peneliti menggunakan tiga pendekatan:47 

1. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan hukum adalah kegiatan menyelidiki undang-undang 

yang berkaitan dengan perlindungan hukum atas pekerjaan yang 

bersumber dari undang-undang, buku teks, dokumen, dan sumber 

lainnya.
48

  

2. Pendekatan Kasus (case approach) 

Pendekatan kasus, yakni Kajian normatif yang bertujuan 

mempelajari penerapan norma atau kaidah hukum yang dipraktikkan 

dalam urusan hukum. Pendekatan  ini biasanya digunakan ketika berhasil. 

Sementara kasus-kasus ini secara empiris bermakna, studi normatif 

meneliti kasus-kasus ini untuk memberikan gambaran tentang dampak 

aspek normatif terhadap negara hukum dan menggunakan hasil analisis 

untuk memasukkan penjelasan hukum.Saya bisa melakukannya.
49

 

3. Pendekatan Sosiologis (Sosiologis approach) 

Pendekatan sosiologis adalah suatu pendekatan yang dapat 

menjelaskan hukum sebagai fenomena sosial dengan menjelaskan 

hubungan antara hukum dan perilaku sosial, hubungan antara hukum dan 

perilaku sosial, dan hubungan hukum antara hukum dengan fakta-fakta 

sosial. 
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C. Jenis dan Sumber Data/Bahan Hukum 

1. Jenis data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, 

yaitu wawancara  dengan informan dan responden.  

b. Data sekunder adalah data  dari dokumen resmi, laporan, buku, dll. 

2. Sumber Bahan Hukum 

Data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier:50 

a. Bahan Hukum Primer 

Kepentingan hukum yang utama adalah kepentingan hukum 

yang bersifat otoritatif berupa hukum. Hukum yang berlaku adalah 

hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu 

KUHPerdata dan Pasal 832 KUH Perdata. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Pendapat dan teori hukum  dari bahan perundang-undangan, 

hasil penelitian dari karya ilmiah, dan bahan hukum sekunder berupa 

website yang berkaitan dengan bahan hukum sekunder pada dasarnya 

digunakan untuk menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum 

sekunder membantu studi memahami atau menganalisis bahan hukum 

primer. Termasuk bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang 
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memberikan gambaran tentang bahan hukum primer yang terdiri dari 

buku-buku terkait, jurnal, disertasi, dan tulisan. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan perundang-undangan tersier adalah bahan yang 

memberikan penjelasan atau penjelasan terhadap bahan perundang-

undangan primer dan  sekunder. Terdiri dari kamus hukum dan kamus 

besar bahasa Indonesia. 

D. Teknik dan Alat Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dan bahan hukum dalam penelitian ini antara 

lain:
51

 

1. Studi Kepustakaan  

Teknik dan alat untuk mengumpulkan bahan hukum. Yaitu, mencari, 

mengumpulkan, dan  mengkaji undang-undang, literatur, dan pendapat para 

ulama terkait dengan topik yang sedang dibahas. 

2. Wawancara (intervew) 

Metode dan alat pengumpulan data, pengumpulan menggunakan metode 

wawancara, yaitu pengumpulan melalui komunikasi langsung dengan 

responden dan informan “Wawancara  adalah situasi tatap muka peran 

interpersonal. Pewawancara diberitahu dengan responden pertanyaan 

survei. Jika seseorang percaya anda mengajukan pertanyaan yang bertujuan 

untuk mendapatkan jawaban terkait dengan penyedia. 
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E. Analisa Data dan Bahan Hukum  

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, 

yaitu  analisis hukum berdasarkan hasil wawancara dengan bahan pustaka dan 

responden atau informan, kemudian  untuk memperoleh data yang sesuai 

dengan data yang dibutuhkan, dianalisis dan diungkapkan dalam bentuk 

rangkaian kata. atau kalimat. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 

bertujuan untuk membuat gambaran atau potret suatu masalah melalui pola 

atau masalah. Penulis menerapkan data yang  diperoleh dari hasil penelitian  

lapangan melalui wawancara dan studi pustaka. Serta hasil wawancara (praktik 

lapangan), penulis mengacu pada referensi baik dari buku maupun undang-

undang. Hasilnya sekarang dapat digunakan sebagai panduan untuk 

memecahkan masalah yang diselidiki.
52
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